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PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 001/KOMNAS HAM/IX/2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana
disebutkan di dalam Pasal 76, Pasal 89 ayat (4), dan
Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang di bidang mediasi;

b. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat
mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenangnya;

c. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia dipandang belum
mengatur hal-hal yang bersifat teknis tentang
pelaksanaan mediasi hak asasi manusia;

d. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam
melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan
di dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu diatur
Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi
Manusia;
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
disebutkan di dalam huruf d di atas, perlu ditetapkan
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak
Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia;

3. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 01 April
2008 tentang Tata Tertib Komnas HAM;

4. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 59
A/Komnas HAM/X/2008 tanggal 01 Oktober 2008
tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEDIASI HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini, yang dimaksud
dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang
atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun
tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan,
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang
adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
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3. Mediasi Hak Asasi Manusia adalah cara penyelesaian pelanggaran hak
asasi manusia yang terjadi terkait suatu sengketa dan atau konflik
antara dua pihak atau lebih, melalui proses: konsultasi, negosiasi,
konsiliasi, dan atau penilaian ahli, kemudian dilanjutkan dengan
perundingan untuk membuat kesepakatan para pihak dengan dibantu
oleh mediator.

4. Mediator adalah Anggota Komnas HAM yang bertugas membantu para
pihak yang sedang bersengketa melalui perundingan guna mencapai
penyelesaian dalam bentuk kesepakatan secara sukarela terhadap
permasalahan yang dipersengketakan.

5. Komediator adalah Staf Komnas HAM yang membantu mediator dalam
proses mediasi hak asasi manusia.

6. Para pihak yang bersengketa adalah dua atau lebih subyek hukum
yang bersengketa dan bersepakat untuk memperoleh penyelesaiannya
melalui mediasi oleh Komnas HAM.

7. Persetujuan untuk mediasi adalah pernyataan tertulis dari masing-
masing pihak yang bersengketa yang menyatakan kesediaannya
untuk dimediasi oleh Komnas HAM.

8. Berita Acara Penundaan Perundingan adalah dokumen tertulis yang
memuat tentang penundaan perundingan di antara para pihak yang
bersengketa, alasan-alasan penundaan perundingan, serta penetapan
waktu perundingan lanjutan yang ditandatangani oleh para pihak,
Mediator, Komediator, dan saksi-saksi.

9. Berita Acara Tanpa Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang
memuat tentang berakhirnya suatu perundingan mediasi tanpa
kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa serta alasan-
alasan tidak tercapainya kesepakatan, yang ditandatangani oleh para
pihak, Mediator, Komediator, dan saksi-saksi.

10. Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen tertulis yang memuat
kesepakatan para pihak tentang penyelesaian sengketa yang
ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, Mediator,
Komediator dan saksi-saksi.

11. Konsultasi adalah kegiatan dalam proses mediasi hak asasi manusia
berupa tukar pikiran, pemberian saran, petunjuk, pertimbangan, atau
nasihat yang dilakukan atas permintaan salah satu pihak dan/atau
para pihak dengan tujuan memperoleh masukan yang dapat
digunakan oleh para pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa.

12. Negosiasi adalah kegiatan dalam proses mediasi hak asasi manusia
berupa perundingan langsung baik yang dilakukan sendiri oleh para
pihak, maupun difasilitasi oleh mediator dalam rangka penyelesaian
sengketa.

www.djpp.depkumham.go.id



2012, No.986 4

13. Konsiliasi adalah mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk
mengakhiri sengketa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh
Komnas HAM.

14. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dan Komediator dengan
salah satu pihak yang bersengketa tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

15. Penilaian ahli adalah penilaian seorang atau lebih yang ahli dalam
bidang tertentu yang diminta oleh mediator, Komediator, dan/atau
para pihak yang bersengketa untuk memberikan penjelasan atau
pertimbangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia dimaksud
untuk membuat standarisasi kerja mediasi, mengoptimalkan
pelaksanaan fungsi mediasi, dan meningkatkan akuntabilitas Komnas
HAM.

(2) Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia bertujuan
sebagai acuan dalam melaksanakan fungsi mediasi guna penyelesaian
sengketa, dan mempermudah pemahaman pihak-pihak terkait yang
mengajukan permintaan penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Mediasi

Pasal 3

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam mediasi adalah :

a. Akomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa;

b. Berbasis pada kerelaan dan kesepakatan para pihak yang
bersengketa;

c. Fleksibilitas;

d. Keleluasaan partisipasi para pihak yang berrsengketa;

e. Berorientasi pada hubungan baik di masa depan;

f. Bersifat tertutup dan rahasia; dan

g. Kerjasama yang baik antara Mediator dengan seluruh pihak yang
terlibat.
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Bagian Kedua

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Mediasi

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia ini digunakan
untuk kegiatan mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM sesuai
mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang dilaksanakan oleh Subkomisi Mediasi Komnas HAM.

BAB IV

ALUR PENYELENGGARAAN MEDIASI

Bagian Kesatu

Asal Sengketa

Pasal 5

(1) Sengketa yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi dapat berasal dari
Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, rekomendasi dari
Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, permintaan secara
langsung oleh prinsipal atau yang mewakili melalui Bagian
Administrasi Pelayanan Pengaduan dan/atau Perwakilan Komnas
HAM, dan Mediasi atas Inisiatif Subkomisi Mediasi.

(2) Sengketa yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi adalah sengketa
yang berdimensi hak asasi manusia, baik di bidang hak Sipil dan
Politik maupun hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

(3) Mediasi oleh Subkomisi Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dalam rangka penghormatan, perlindungan,
pemajuan, pemenuhan dan pemulihan hak asasi manusia.

Bagian Kedua

Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM

Pasal 6

(1) Sidang Paripurna Komnas HAM dapat memutuskan agar suatu
sengketa dilimpahkan penanganannya ke Subkomisi Mediasi.

(2) Terhadap Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subkomisi Mediasi menindaklanjutinya
dengan membentuk tim untuk melakukan penelaahan sengketa.

(3) Apabila hasil penelaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyimpulkan bahwa sengketa yang dimandatkan oleh Sidang
Paripurna Komnas HAM tidak dapat dilanjutkan dengan upaya
mediasi, tim menyampaikan hasil telaahan perihal tersebut secara
tertulis kepada Sidang Paripurna Komnas HAM melalui Subkomisi
Mediasi.

www.djpp.depkumham.go.id


